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PEMERINTAH KABUPATEN PE'I'IR'ELATAN
I}TNAS PENDII}IKAN IDANT KEBIII}AYAAN

ll. H. Agus Salim - Painan Telp [0756) 276A2

SURAT PERJtrNIItril PEIuBERIAN BtrN,rutril
DtrNtr trI.OHIlSI HHUSUS FISIII

BIDtrilG PEITDII'IIITN Ttr. 2O2O

IGBIATAII:

PEMBANGUNAN/REHABITITASI GEDUNG DAN PENGADAAN

SARANA PRASARANA SEKOUTH MENENGAH PERTAMA (DAK REGUTER 2O2O)

Antara

E}.IERIT{TAH IIAERAH I(AtsIPATEI{ PESI$R SEI.ATA}I

dengan

IGPAU SEKIII.AH SITH 7I-IilEEtl SARIBAEAilN

Nomor

Tanggal

: 38 /IVISARPRAS/ DAK.PSMP/$^IKIDPK-PS I 2O2o

: 02APRIL2O2O

fua luri ini Kamis tanggal Duabulan Apriltahun Dua ribu dua puluh, Kamiyang bertanda tangan di

laxdh ini :

: ELIDARTI,M.Pd

: Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan SMP

Tahun Anggaran 202O

3" Alamat : Jl. H. Agus Salim - Painan

3ffiak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

seifiuhya disebut PIHAK PERTAHA.

r- Nama

r- labatan

e- Jabatan

3. Alamat

: YONPRIMAI, S.PdrM.Pd

: Kepala UPT SMPN 7 Linggo Sari Baganti

: Muaro Gadang Airhaji

ffik dan atas nama jabatan tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No.

il"l ?/ts76lBKPSDM-2019 Tanggal 30 Desember 2019 yang selanjutnya disebut PflIAK KEDUA.

TIll f PERTAMA dan PIHAK KEDUA se@ra bercama terlebih dahulu menjelaskan dan menyadari

sPilerxStnl"a hal-hal sebagai berikut :

1- Bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain mengamanatkan :

) Pasal 11 ayat (1) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan

kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga

nqam hnpa diskiminasi;



Nanor SPPB
Tonggol

: 38IV/SARPMS/DAKPSMP/W|K/DPK-PSPU20
: U2Apn12020

> Pasal 45 ayat (1) : Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap satuan pendidikan formal

dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan

sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial,

erncbnal, dan kejiwaan peserta didik;

> Pasal 45 ayat (1) : Pendanaan pendidikan menjadi hnggungjawab bersama antara Pemerintah,

Fernerintah daenh dan masyarakat;

> Pasal 46 ayat (2) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan

anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar

lSegara Republik Indonesia Tahun 1945;

L Batrwa kegiatan peningkatan prcsarana pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan

nasbnal, sehingga Pemerintah berupaya mendorong Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota

melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadap

pendidikan yang lebih berkualitas dengan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK);

3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 tentang Standar Nasional pendidikan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

2015 yang mewajibkan setiap satuan pendidikan rnemiliki sarana prasarana pendidikan untuk

menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dalarn rangka meningkatkan mutu

pendidikan;

'L Bah',va Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019

tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 menentukan bahwa kegiatan

peningkatan prasarana pendidikan dilakukan oleh Panitia Pembangunan Sekotah secara swakelola

yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah penerima alokasi DAK sebagai bagian integral manajemen

berbasis sekolah;

5. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repubtik Indonesia No. 11 Tahun 2020

Tanggal 26 Februari 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020;

6. Bahwa untuk peningkatan pmsarana pendidikan disediakan anggaran melalui Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.01.01.1.01.01.01.16.83 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi

Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK Reguler 2020);

ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Pemberian

ffinn Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan-ketentuan

syamt*yarat seperti dalam pasaFpasal di bawah ini :

Peganj ian P e mbe t ian Ba ntuan
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. Pasal I
I{aksud dan Tujuan

ini sebagai bagian dari pelaksanaan program DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan

rnotdanai kegiatan pembangunan/rehabilihsi prasarana pendidikan pada jenjang Sekolah l-lenengah

dengan tujuan sebagai upaya pemenuhan prclsarana pendidikan sesuai dengan standar nasional

Pihak Kedua bersedia melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam RAB &

serta bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasal 2

Lingtup Pekerjaan

Pemberian Bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk

prasarana pendidikan pada SMPN 7 Linggo Saripekerjaan pembangunan/rehabilihsi

L Pembangunan laboratorium Komputer,

Pasal 3

Jangka Waktu Petat<sanaan

Janglc waku pelaksanaan sebagaimana dimakud dalam Pasal 2 adalah 120 (seratus dua puluh) hari

Idender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2O2O di

rd<ening PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA akan mulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling

hnbat 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang

Endidilon Tahun Anggaran 2020 di rekening PIHAK KEDUA.

Pdaksanaan kegiatan sebagaimana dimakud dalam Pasal 2 paling lambat pada tanggal 30 Desember

2,,'2:0.

Pasal 4

PrinsipPrinsip Pekerjaa n

dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidarg Pendidikan Tahun Anggaran 2020 meliputi :

Fdaksanaan dikerjakan dengan mekanisrne suakelola,

Fenerapan asas efekUfttas, eftsiensi, bansparansi dan akuntabilltas,

hrguhmaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan,

Optimallsasi kualitas pekerjaan dengan barang yang dihasilkan,

PerJaTjian Penberian Bantaatt
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Pasal 5

Tugas dan Kewajiban para pihak

L PIHAK PERTAMA :

a) Menyalurkan dana dengan segera ke satuan pendidikan penerima DAK Fisik

melalui satuan Kefia Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan jangka

Bidang Pendidikan

waktu pelaksanaan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

b) Bertanggung jawab terhadap pelakanaan program DAK Fisik Bidang pendidikan di tingkat
Kabupaten.

Memberikan bimbingan teknis danlatau sosialisasi danlatau pendamplngan pelaksanaan DAK Bidang

Pendidikan.

Melaksanakan monitoring dan evaluasiserta menyusun pelaporan kegiatan DAK Bidang pendidikan.

2. PIHAK KEDUA :

a) Bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program DAK secara fisik dan keuangan di tingkat
satuan pendidikan (Sekolah).

b) Membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (PzS) di tingkat Satuan pendidikan (Sekotah).

c) Melaporkan keadaan fisik dan keuangan serta penggunaannya secara periodik kepada PIHAK
EEh?atarr Eta, !,rFartr

d) ivlencatat dan melaporkan aset yang diperoleh dari DAK Bidang pendidikan kepada PIHAK
PERTAMA.

Pasal 6

Pelaksanaan pekerjaan

kbksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 memperhatikan hal-halsebagai berikut :

e. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan harus melibatkan unsur sekolah, komite dan masyarakat
sebagai bagian integral manajemen berbasis sekotah,

L' PIHAK IGDUA dalam mengetola DAK FisikTahun Anggaran 2020 harus sesuai dengan petunjuk Teknis
dan Petunjuk Operasional DAK Bidang Pendidikan sefta peraturan perundang-undangan yang terkait,

c. PIHAK KEDUA membuat laporan secara ber*ala mengenai pelaksanaan pekerjaan/kemajuan pekerjaan

kepada PIHAK PERTAMA,

d. PIHIIK KEDUAwajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAITIA dokumentasi pekerjaan,

bponn kemajuan pekerjaan dan kelengkapan administrasi tainnya pada tahapan perrcairan dana,

c, PIHAK NEDUA wajib rnelakukan pencatatan penerimaan dan pengetuaran dalam buku kas serta
pelaporan keuangan dari hasil pekerjaan,

t PIHAK IGDUA berkewajiban memungut dan sekaligus menyetorton pajak-pajak yang terkait dengan
plaksanaan pekerjaan serta menyimpan buKi-bukti setoran dan faktur pajak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan,

c)

d)

*a Perjaqiiffi PemWa Bntun
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tIllAK KEDUA berkorvajiban melakukan serah terima hasit pekerjaan dengan PIHAK pERTAMA yang

ftnngkan dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan,

PIHAK KEDUA wajib menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun

lrggaran 2020,

PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap pengelotaan seluruh dana DAK Fisik Bidang

Endidilcan Tahun Anggaran 2020 yang diterima dari prHAK PERTAMA,

Pasal 7

Pengawasan dan pemeriksaan

hlam pengawasan/pemeriksaan dan pengendalian pekerjaan, PIHAK PERTA},A dibantu oteh tenaga

Fasilihtor yang merupakan unsur individu yang ahli dibidangnya,

PIHAK PERIAHA mempunyai hak untuk menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan

kntuan pelaksanaannya,

Pasal 8

Iumlah Dana Bantuan

DfrK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 yang diberikan FIitAK PERTAFfiA kepada piFiAK

EDUA sebesar Rp. 325.000.000,- fl-iga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai

a) Pembangunan laboratorium komputer = Rp. 325.000.000,-

hna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunaton untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

hal2.

pasal 9

Penyaluran Dana

n penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam pasal g ayat (1) sebagai berikut :

Tahap r : 25o/o (Dua puluh lirna prerseratus) dari keseluruhan dana swakelola setelah perjanjian ini
Candatangani kedua belah pihak beserta dokumen lainnya diterima dan disetujui PIHAK PERTAMA,

Tilap II : 459o (Empat puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana srakelola apabila pekerjaan telah
mtcapai bobot 20% (Dua puluh perseratus), ditengkapi dengan dokumentasi dan progrss kemajuan
pfterjaan,

Tilap III : 30Yo (Iiga puluh persentus) dari keseluruhan dana snakelola apabita pekerjaan telah
rrncapai bobot 650/0 (enam puluh lima perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress

bnajuan pekerjaan.

Falani iot Pembertan Bofitue,
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Frbyaran disalurkan/transfer ke rekening prHAK KEDUA dengan rincian sbb :

Inrn Rekening :

hru Rekening : 1902.0210.06929-0

kna Bank : Bank Nagari Cabang pembantu Air Haji

Pasal 1O

Force l{ajeure

fue Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat
dftdarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya seperti bencana

&n, epidemilg peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan/kerusuhan.

*@1a te$adi force majeure maka PIHAK KEDUA segera memberitahukan kepada PIHAK
ltlfAMA secara tertulis selambat{ambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak
Eftdinya force majeure dengan dilengkapi bukti tertul:s;,ang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

kdasarkan pemberitahuan tertulis dari PIIiAK KEDUA sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2)
mi* PIHAK PERTAIIA akan melakukan evaluasidan kajian untuk mengambil keputusan, menyetujui
&u nrenolak permohonan dari FIHAK KEDUA tersebut.

,Fbila permohonan tertulis dari PIHAK KEDUA tentang force majeure diterima/disetujui maka akan

frrka n perubahan perja nj ian seda ngkan perjanjian awa I dinyata kan bata l.

Pasal 11

Sisa Dana

rFbih PIHAK IGDUA datam melaksanakan pekerjaan terdapat kelebihan/sisa dana maka dapat

Qunakan untuk menambah volume atau sasaran dengan persetujuan PIHAK PERTAMA,
& sisa dana tldak digunakan untuk penambahan votume atau sasaran maka sisa dana tersebut harus
dsetorkan kembali ke kas daerah.

Pasal 12

Peftanggungiawaban

IIHAI( XEDUA wajib membuat laporan se@ra berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan / kemajuan
pefteriun kepada PIHAK PERIAMA.

,!HAl( IGDUA wajib membuat dan menyer:ahkan kepada PIHAK PERTAIT|A dokumentasi kegiatan
beserh kelengkapan administrasi tainnya pada tahapan pencairan dana.

PenberialBana$n
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3. Laporan peftanggungiawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK

PERTAMA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selesainya pelaksanaan

pekerjaan, dilampiriantara lain :

a) Berih Acara Serah Terima,

b) Bukti pertanggungjawaban keuangan seperti : kvvitansi/ faKur setiap pembelian barang dan bukti

pengeluaran lainnya,

c) Buktisetoran pajalq

d) Bukti teknis pekerjaan.

Pasal 13

Sanltsi

L Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami ketedambatan atau terjadi penyimpangan dari

ketentuan yang berlaku dalam dokumen teknis, RAB dan Gambar rencana, maka PIHAK PERTAMA

secara sepihak dapat mem utuskan/menghentikan pekerjaan tersebut.

L Fcnutusan/penghentian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas maka PIHAK KEDUA wajib

rnengembalikan seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah dan dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

PENUruP

Enikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Painan, pada hari dan

ftggal tersebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya

Ernatereicukup dan 2 (dua) rangkap lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pl.u*lffiEDUA,
rlpda UPISIIEil+7 tinggo Sari Baganti

Painan, tanggal tersebut di atas

PIHAK PERTAMA,
Kuasa Pengguna Anggaran

Y Peioqiiail Pemberian Banuqn

02 2 001


